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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. PT. BPR BKK Batang
PT. BPR BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No.11 tahun 1981, sedangkan pengukuhan sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No.15 tahun 1996 seri D nomor 13.  Pada tahun 2007 delapan PD BPR BKK se-Kabupaten Batang melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam PD. BPR BKK TPI Klidang Lor. Penggabungan usaha tersebut telah memperoleh ijin dari bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/21/KEP.DpG/2007 tanggal 13 November 2007 dan ijin Gubernur Jawa Tengah No. 539/58/2007 Tanggal 10 Desember 2007. Berdasarkan akta notaris Murti Harini Setyowati, S.H. No. 4 Tanggal 4 Mei 2012 PD BPR BKK TPI Klidang Lor berubah nama menjadi PD. BPR BKK Batang.
2. PT BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (BAPERA)
BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PT. BPR BAPERA) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang berdasarkan akta pendirian Notaris INDRIJADI, SH No 3 tanggal 2 Juni 2003 dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat disingkat PT. BPR BAPERA. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman  Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tertanggal 16 Desember 2003 No.C-29259 HT.01.01.TH.2003 PT. BPR BAPERA diresmikan pada tanggal 8 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 6/7/KEP. DpG tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian Ijin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
3. PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan
PD. BPR BKK adalah Perusahaan Dagang Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Awal mula  PD. BPR BKK  berdiri pada tahun 2000 an hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pekalongan sudah ada, namun masih berdiri sendiri dengan menggunakan nama Kecamatan masing - masing.  Pada tahun 2008 PD. BPR BKK akhirnya merger dan berubah nama menjadi PD. BPR BKK Karanganyar yang mempunyai 9 Kantor Cabang dan 1 Kantor Pusat Operasional dengan Kantor Pusat yang berlamat di Jl. Kebunsari - Karangsari, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Seiring berjalanya waktu pada tahun 2011 PD. BPR BKK Karanganyar berubah nama menjadi PD. BPR BKK Kab. Pekalongan dengan alamat kantor pusat Jl. Mandurorejo No. 344 Kajen. Tanggal 18 November 2019 PD. BPR BKK Kab. Pekalongan secara resmi berganti badan hukum menjadi PT. BPR BKK Kab. Pekalongan (Perseroda).
4. PT. BPR Bank Tegal Gotong Royong 
Berdiri sejak tahun 1981, dahulu lebih dikenal dengan nama Bank Pasar Kabupaten Tegal atau Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Didirikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pada Tahun 1995 PD Bank Pasar Kabupaten Tegal berubah nama menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.Pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengn terbitnya SK Pemimpin BI No. 11/3KEP.BI/Sm/2009 PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal berganti nama menjadi PD BPR Bank Tegal Gotong Royong atau biasa dikenal dengan sebutan Bank TGR
5. PT. BPR BKK Kabupaten Tegal
PD. BPR BKK Kabupaten Tegal adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan  Rakyat  Badan  Kredit  Kecamatan  Kab.  Tegal  yaitu  merupakan Perusahaan  daerah  milik  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. PD. BPR BKK Kabupaten Tegal merupakan hasil merger dari 5 (lima) PD. BPR  BKK di  Kabupaten  Tegal yaitu  PD.  BPR  BKK  Talang,  PD.  BPR  BKK Bojong, PD. BPR BKK Dukuhturi, PD. BPR BKK Adiwerna, dan PD. BPR BKK Kramat yang pada tanggal 01 Maret 2008 merger dengan nama PD. BPR BKK Talang dan kemudian resmi berubah namanya  menjadi PD. BPR  BKK  Kabupaten Tegal pada  tanggal  13  Juli  2012  berdasarkan Keputusan Kepala Kantor      Perwakilan Bank Indonesia No. 14/5/Kep.KKPwBI/Tgl/2012, tentang  Perubahan Nama Perubahan Nama  PD. BPR BKK Talang menjadi PD. BPR BKK Kabupaten Tegal.
6. PT. BPR BKK Banjarharjo
PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda)  merupakan salah satu lembaga Perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Brebes dari  hasil merger 4 unit PD.BPR BKK yang ada di Kabupaten Brebes, sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 9/18/Kep.Dp.G/2007 tentang Pemberian izin penggabungan Usaha ( Merger ) PD.BPR BKK Bumiayu, PD. BPR BKK Sirampog, PD. BPR BKK Bulakamba kedalam PD. BPR BKK Banjarharjo dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.539/44/2007 tentang Persetujuan Izin Penggabungan Usaha ( Merger ) PD. BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes.
Dengan adanya Merger BPR BKK Banjarharjo menjadi Bank dengan modal yang kuat dan bisa meningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah secara profesional guna meraih kepercayaan dari masyarakat dengan kualitas SDM yang terlatih dan Kompeten,peningkatan Deviden yang semakin besar kepada Pemilik sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah, sehingga menjadi BPR yang tumbuh dan berkembang dengan sehat. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S – 251/KO.0303/2020 perihal Persetujuan Pengalihan Ijin Usaha Bank, sebagaiman salinan keputusan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru Nomor KEP-18/KO.0303/2020 tanggal 9 April 2020 maka Bentuk badan hukum PD. BPR BKK Banjarharjo berubah menjadi PT.BPR BKK Banjarharjo (Perseroda).
7. PT. BPR Bank Brebes
PT. BPR Bank Brebes didirikan pertama kali pada tahun 1951 dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 14/DPRDS/1951. Peraturan Daerah tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 19 Juli 2001. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia No. 03/1574/DPBPR/IDBPR/Sm tanggal 27 November 2001. PT. BPR Bank Brebes berkedudukan di jalan Jenderal Soedirman No. 149 Brebes dan tidak memiliki kantor cabang, namun memiliki 1 kantor pusat dan 6 kantor unit pelayanan kas, di Bumiayu, Tonjong, Ketanggungan, Banjaratma, Jatibarang, dan Bulakamba.
8. PT. BPR Bank Pemalang 
PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) ini merupakan Badan Usaha Daerah Pemalang. Sebelum menjadi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang baru pada tahun ini 2021 dulunya sudah beberapa berganti nama perusahaan dari tahun 1984. PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam melakukan kebijakan pemasaran jasa perbankannya PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) Kabupaten Pemalang melakukan kegiatan pemasaran dana yaitu kredit , tabungan dan deposito.

9. PT. BPR BKK Taman
PD. BPR BKK Taman Kabupaten Pemalang adalah BPR hasil penggabungan atau marger dari 6 (enam) PD. BPR BKK di Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/KEP.DpG/2006 tanggal 19 Januari 2007 dan Izin dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/10/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pesetujuan Izin penggabungan usaha ( Marger ) PD. BPR BKK Petarukan, PD. BPR BKK Ulujami, PD. BPR BKK Bantarbolang, PD. BPR BKK Moga dan PD. BPR BKK Watukumpul kedalam PD. BPR BKK Taman. Sejak tanggal 1 Maret 2007 Bank resmi operasional Marger dengan perubahan status kantor PD. BPR BKK Taman sebagai kantor pusat dan 5 ( lima ) PD. BPR BKK seperti Ulujami, Petarukan, Bantarbolang, Moga dan Watukumpul menjadi kantor cabang.
10. PT. BPR BKK Kota Pekalongan
PD. BPR BKK Kota Pekalongan merupakan salah satu lembaga Perbankan Perusahaan Daerah yang kepemilikannya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada awalnya bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pekalongan Barat yang modal awal berupa pinjaman dari APBD Jawa Tengah yang dipisahkan pada tanggal 19 November 1970 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan bunga 12% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. 

Perda 11 Tahun 1981 meningkat statusnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dirubah beberapa kali menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa yang selanjutnya dirubah kembali menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Provinsi Jawa Tengah dan yang terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah; Tanggal 8 Oktober 1991 Badan Kredit Kecamatan Pekalongan Barat dirubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat BKK Pekalongan Barat. Tanggal 31 Mei 2012 Bank Perkreditan Rakyat BKK Pekalongan Barat dirubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Pekalongan
11. PT. BPR Bank Pekalongan
Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Pekalongan adalah perusahaan dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah. Beroperasi mulai 8 Oktober 1991 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. KEP.422/KM.13/1991 tanggal 8 Oktober 1991 dan Keputusan Kepala Perwakilan BI Tegal Nomor 14/2/Kep.BI/KPwBI/Tgl/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Perubahan Nama PD BPR BKK Pekalongan Barat menjadi PD BPR BKK Kota Pekalongan. Tanggal 31 Mei 2012 Bank Perkreditan Rakyat BKK Pekalongan Barat dirubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Pekalongan
12. PT. BPR Bank Bahari Kota Tegal
PT. BPR Bank Bahari Kota Tegal adalah Bank BUMD yang 100% milik Pemda Kota Tegal yang didirikan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank pasar Kota Tegal sebagaimana dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kota Tegal. 
13. PT. BPR BKK Kota Tegal
PT BPR BKK Kota Tegal adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sumurpanggang (PD BKK SUMURPANGGANG) Kabupaten Tegal yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 September 1969, nomor Dsa.GImage tanggal 19 November 1970, nomor Dsa.G Image yang selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Badan Kredit Kecamatan. 

Seiring semakin pesatnya persaingan di dunia perbankan, PD BPR BKK Margadana Kota Tegal resmi berubah nama menjadi PD BPR BKK Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia No. 15/1/Kep.KPwBI/Tgl/2013, tanggal 21 Februari 2013 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Margadana menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kota Tegal
B. Hasil Penelitian
Penelitian ini mengambil sampel BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 BPR yang mempunyai data yang lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini.  Data sampel dan tabulasi data yang digunakan dalam penelitian ini beserta deskripsi dari masing-masing variabel akan disajikan berikut ini:
Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Risk_Profile
	65
	2.74
	29.81
	8.9514
	5.98998

	GCG
	65
	1.00
	2.00
	1.6923
	.46513

	Earning
	65
	-7.87
	6.33
	1.9002
	1.58848

	Leverage
	65
	1.38
	9.83
	5.1145
	1.99408

	Likuiditas
	65
	48.88
	148.83
	79.6880
	17.75723

	Financial_distress
	65
	.42
	1.27
	.8756
	.16482

	Valid N (listwise)
	65
	
	
	
	


Berikut ini adalah penjelasan dari statistik deskriptif di atas:
1. Financial distress (Y) 

Financial distress atau kesulitan keuangan adalah penurunan kondisi keuangan yang dialami suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Wijayanti et al., 2018). Financial distress pada penelitian ini diukur dengan rumus Z-Score. Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui financial distress BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Nilai Z-score tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 1,27 Sedangkan Z-score terendah  sebesar 0,42 dan rata-rata Z-score pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 0,8756 dengan standar deviasi sebesar sebesar 0,16482. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 0,16482 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
2. Risk Profile (X1)

Risk profile merupakan rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang telah disalurkan oleh bank (Wijayanti et al., 2018). Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui risk profile BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 yang diukur dengan NPL. Risk profile tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 29,81 sedangkan risk profile terendah  sebesar 2,74 dan rata-rata Risk profile pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 8,9514 dengan standar deviasi sebesar sebesar 5,98998. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 5,98998 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
3. Good Corporate Governance (X2)

Good Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (outsider investor atau minority  shareholders) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. Good Corporate governance dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan komisaris. Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui good corporate governance BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Good corporate governance tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 2 sedangkan good corporate governance terendah  sebesar 1 dan rata-rata Good corporate governance pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 1,6923 dengan standar deviasi sebesar sebesar 0,46513. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 0,46513 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
4. Earning (X3)
Variabel earnings diwakili oleh rasio return on asset (ROA), ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukanperbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasioini menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Susilawati et al., 2017). Earning dalam penelitian ini diukur dengan ROA. Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui earning BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Earning tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 6,33 sedangkan earning terendah  sebesar -7,87 dan rata-rata Earning pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 1,9002 dengan standar deviasi sebesar sebesar 1,58848. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 1,58848 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
5. Leverage (X4)
Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan (Sudana, 2017:105). Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui leverage BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Leverage tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 9,83 sedangkan leverage terendah  sebesar 1,38 dan rata-rata Leverage pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 5,1145 dengan standar deviasi sebesar sebesar 1,99408. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 1,99408 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
6. Likuiditas (X5)

Likuiditas merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikandengan total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Pandia, 2017:28). Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan LDR. Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui likuiditas BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023. Likuiditas tertinggi dari BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan adalah sebesar 148,83 sedangkan likuiditas terendah  sebesar 48,88 dan rata-rata Likuiditas pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 sebesar 79,6880 dengan standar deviasi sebesar sebesar 17,75723. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi sebesar 17,75723 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data bersifat homogen atau kurang beragam.
C. Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik
Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas.
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal (Ghozali, 2018).
Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

	
	Unstandardized Residual

	N
	65

	Normal Parametersa,b
	Mean
	-.0139354

	
	Std. Deviation
	.13870644

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.092

	
	Positive
	.056

	
	Negative
	-.092

	Test Statistic
	.092

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.200c,d


Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi kolmogorov smirnov dengan unstandardized residual diperoleh nilai sebesar 0,200. Perbandingan antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai probability lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

b. Multikolinieritas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF (Variance Inflation Factor). Model regresi yang bebas multikolinerietas mempunyai nilai VIF < 10 dan mempunyai angka tolerance > 0,1 atau mendekati 1  (Ghozali, 2018).

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinieritas

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	Risk_Profile
	.911
	1.098

	
	GCG
	.944
	1.059

	
	Earning
	.725
	1.379

	
	Leverage
	.916
	1.092

	
	Likuiditas
	.701
	1.427


Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian collinearity statistic terlihat untuk lima variabel independen, angka VIF untuk keempat variabel sebesar 1,098; 1,059; 1,379; 1,092 dan 1,427 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Autokorelasi
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain masalah ini seringkali ditemukan apabila kita menggunakan data runtut waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW Test). 
Tabel 4.4. 

Hasil Uji Autokorelasi

	Model
	Durbin-Watson

	1
	1.776


Uji autokorelasi menggunakan pengujian Durbin-Watson.  Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS, menunjukan hasil sebesar 1,776. Dengan jumlah data  (n) = 65  diketahui du = 1,7673;  sedangkan 4 – du   (4 – 1,7673) = 2,2292. Kriteria bebas dari autokorelasi adalah du < Dw < 4-du sehingga hasil penelitian ini adalah 1,7673 < 1,776 < 2,2327 yang berarti model regresi tidak ada masalah autokorelasi.
d. Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. uji  heteroskedastisitas juga dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan melihat nilai sig dari variabel bebasnya dengan ketentuan pada uji t untuk variabel bebas memiliki nilai sig > 0,05 maka dapat dipastikan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.5

Hasil Uji Glejser

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.024
	.095
	
	.253
	.801

	
	Risk_Profile
	-.002
	.002
	-.109
	-.824
	.414

	
	GCG
	-.011
	.023
	-.061
	-.470
	.640

	
	Earning
	.009
	.008
	.178
	1.199
	.235

	
	Leverage
	.005
	.006
	.107
	.808
	.422

	
	Likuiditas
	.001
	.001
	.205
	1.357
	.180


Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa model regrresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas diatas memiliki nilai signifikansi lebih dari α = 0,05.

2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat linier atau bukan linier. Bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 4.6

Hasil Analisis Regresi Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.905
	.159
	
	5.679
	.000

	
	Risk_Profile
	-.005
	.003
	-.187
	-1.681
	.098

	
	GCG
	-.012
	.039
	-.034
	-.311
	.757

	
	Earning
	-.032
	.013
	-.306
	-2.450
	.017

	
	Leverage
	-.021
	.010
	-.240
	-2.164
	.035

	
	Likuiditas
	.003
	.001
	.272
	2.147
	.036

	a. Dependent Variable: Financial_distress


Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi model regresi linier berganda antara risk profile, good corporate governance, earning, leverage dan likuiditas terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan diperoleh persamaan  sebagai  berikut : 

Ŷ = 0,905 – 0,005X1 – 0,012 X2 – 0,032X3 – 0,021 X4 + 0,003 X5
Dari model regresi dapat diartikan bahwa : 

a. Nilai a (konstanta) sebesar 0,905 dapat diartikan bahwa jika risk profile, good corporate governance, earning, leverage dan likuiditas bernilai tetap atau konstan maka prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 adalah sebesar 0,905 %.
b. Nilai koefisien risk profile sebesar 0,005 bertanda negatif menunjukkan apabila nilai risk profile meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 sebesar 0,005% dengan asumsi variable lain adalah tetap.
c. Nilai koefisien good corporate governance sebesar 0,012 bertanda negatif menunjukkan apabila nilai good corporate governance meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 sebesar 0,012% dengan asumsi variable lain  adalah tetap.
d. Nilai koefisien earning sebesar 0,032 bertanda negatif menunjukkan apabila nilai earning meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 sebesar 0,032% dengan asumsi variable lain  adalah tetap
e. Nilai koefisien leverage sebesar 0,021 bertanda negatif menunjukkan apabila nilai leverage meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 sebesar 0,021% dengan asumsi variable lain adalah tetap.
f. Nilai koefisien likuiditas sebesar 0,003 bertanda positif menunjukkan apabila nilai likuiditas meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan prediksi finansial distress pada BPR milik pemda di wilayah eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 sebesar 0,003% dengan asumsi variable lain adalah tetap.
3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) dalam penelitian ini menggunakan uji F simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian memenuhi kriteria fit atau tidak. Hasil uji statistik F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.601
	5
	.120
	6.135
	.000b

	
	Residual
	1.136
	58
	.020
	
	

	
	Total
	1.737
	63
	
	
	

	a. Dependent Variable: Financial_distress

	b. Predictors: (Constant), Likuiditas, Leverage, GCG, Risk_Profile, Earning


Berdasarkan hasil uji goodness of fit models di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penilitian ini dikatakan layak atau fit.

4. Uji Hipotesis
Uji Hipotesis atau uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikansi atau probabilitasnya adalah sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.8

Hasil Uji Hipotesis 

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.905
	.159
	
	5.679
	.000

	
	Risk_Profile
	-.005
	.003
	-.187
	-1.681
	.098

	
	GCG
	-.012
	.039
	-.034
	-.311
	.757

	
	Earning
	-.032
	.013
	-.306
	-2.450
	.017

	
	Leverage
	-.021
	.010
	-.240
	-2.164
	.035

	
	Likuiditas
	.003
	.001
	.272
	2.147
	.036

	a. Dependent Variable: Financial_distress


a. Dari hasil perhitungan uji hipotesis risk profile terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,098 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh risk profile terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023.

b. Dari hasil perhitungan uji hipotesis good corporate governance terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,757 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh good corporate governance terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023.

c. Dari hasil perhitungan uji hipotesis earning terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,017 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh earning terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023.
d. Dari hasil perhitungan uji hipotesis leverage terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh leverage terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023
e. Dari hasil perhitungan uji hipotesis likuiditas terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,036 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh likuiditas terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023.
5. Koefisien Determinasi
Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (r2) keseluruhan. r2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika r2 mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variable bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika r2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.588a
	.346
	.290
	.13995


Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,290. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,290 tersebut mengandung arti bahwa pengaruh langsung risk profile, good corporate governance, earning, leverage, dan likuiditas terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023 adalah sebesar 29 % dan sisanya 71 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.
D. Pembahasan
1. Pengaruh risk profile terhadap prediksi finansial distress.
Dari hasil perhitungan uji hipotesis risk profile terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,098 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh risk profile terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Dengan demikian Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan “risk profile berpengaruh positif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023” ditolak kebenarannya.
Sumber pendapatan paling besar bank di dapatkan dari pemberian kredit kepada masyarakat. Namun, semakin tinggi nilai kredit yang diberikan, bank di haruskan untuk siap menghadapi resiko kredit bermasalah semakin tinggi. Non performing loan (NPL) adalah adanya kredit yang bermasalah, dimana peminjam tidak dapat membayar pinjaman dan bunga lebih dari sembilan puluh hari melebihi jatuh tempo yang telah di sepakati pada awal perjanjian peminjaman (Yuliani & Haryati, 2023). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk profile tidak berpengaruh terhadap prediksi finansial distress,  hal tersebut dikarenakan sebagian besar BPR mampu mengatur pendapatan sehingga tidak terjadi penurunan atau peningkatan profitabilitas dan bank tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk cadangan bank, sehingga tinggi rendahnya NPL tidak mempengaruhi kondisi financial distress. Meskipun tingginya NPL sering kali menjadi indikator risiko keuangan yang signifikan, ada berbagai faktor yang dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap finansial distress BPR. Cadangan kerugian kredit yang memadai, pendapatan tinggi, dukungan regulasi, manajemen risiko yang efektif dan pengelolaan aset yang baik semuanya berkontribusi untuk menjaga stabilitas keuangan BPR meskipun ada peningkatan NPL .
Nilai koefisien risk profile sebesar 0,005 bertanda negatif menunjukkan apabila nilai risk profile meningkat maka prediksi finansial distress pada BPR semakin menurun. Dimana nilai negatif dalam hal ini menunjukkan bahwa NPL dan financial distress memiliki hubungan terbalik. Dapat dijelaskan semakin tinggi NPL diikuti dengan semakin menurunnya financal distress, karena penyaluran kredit ini merupakan fungsi utama bank sebagai lembaga perantara keuangan. Pengaruh yang tidak signifikan dapat ditarik kesimpulan rasio NPL tidak dapat digunakan sebagai early warning system guna mencegah terjadinya financial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan dari NPL dan financial distress ini juga didukung oleh hasil penelitian Nuranto & Ardiansari (2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wijaya, 2019) yang meneliti tentang NPL dalam pengaruhnya terhadap financial distress dengan hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 
2. Pengaruh good corporate governance terhadap prediksi finansial distress.
Dari hasil perhitungan uji hipotesis good corporate governance terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,757 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh good corporate governance terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Dengan demikian Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan “Good corporate governance berpengaruh negatif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023”, ditolak kebenarannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh pada prediksi finansial distress dikarenakan dewan komisaris sebagai proksi good corporate governance sering kali tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk terlibat secara mendalam dalam operasi sehari-hari perusahaan. Mereka biasanya bertemu secara periodik dan mungkin tidak memiliki akses ke informasi terbaru atau terperinci yang diperlukan untuk mencegah atau memprediksi finansial distress. Pertemuan dewan komisaris yang hanya berlangsung beberapa kali dalam setahun mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal finansial distress yang berkembang dengan cepat.Selain itu, pemilihan atau pengangkatan dewan komisaris mungkin tidak selalu memiliki keahlian spesifik dalam analisis keuangan atau manajemen risiko yang diperlukan untuk memprediksi finansial distress.
3. Pengaruh earning terhadap prediksi finansial distress.
Dari hasil perhitungan uji hipotesis earning terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,017 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh earning terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Dengan demikian Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan “Earning berpengaruh negatif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023”, dapat diterima kebnarannya.
Earning digunakan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat. Rasio untuk menilai earning antara lain rasio return on asset (ROA). Return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. Adanya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset, maka beban dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan  tentu  akan  dapat  diperkecil,  sehingga  membuat  perusahaan  memiliki  keuangan  yang cukup  stabil  untuk menjalankan  usahanya (Islamiyatun, 2021). Laba  yang diperoleh merupakan  hasil  pemanfaatan  dari aset  perusahaan,  yang  kemudian  laba  tersebut  dapat  kembali  digunakan  untuk  menjalankan usaha perusahaan di periode berikutnya. Perusahaan yang memiliki return on asset tinggi maka kemungkinan perusahaan akan mengalami  financial distress tentu  akan  rendah (Hermawanti & Hidayat, 2017).
Teori sinyal menyatakan perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal secara sengaja kepada pasar, sehingga diharapkan pasar dapat membedakan kualitas dari perusahaan-perusahaan (Hartono, 2020). Perusahaan dengan kinerja yang tinggi yang tercermin dari profitabilitasnya merupakan sinyal bagi perusahaan yang disampaikan kepada investor. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva yang diperoleh perusahaan (Andari dan Wiksuana, 2020). 
Rasio profitabilitas dapat menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama jangka waktu tertentu. Rasio profitabilitas yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan telah berhasil dalam memasarkan produknya, sehingga akan meningkatkan penjualan dan laba yang diperoleh. Dengan demikian, jika rasio profitabilitas meningkat, maka perusahaan akan terhindar dari probabilitas kebangkrutan. Sebaliknya, jika rasio profitabilitas menurun, maka perusahaan akan mengalami probabilitas kebangkrutan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian ang dilakukan oleh Andari dan Wiksuana (2020), Susilowati dan Fadlillah (2019), Kamaluddin dkk (2019), Masdupi dkk (2018), Hendra, Afrizal  dan Diah (2018), Yurivin dan Mawardi (2018), Srikalimah (2017), Gautama dan Sofiasari (2017), serta Sari dan Ismawati (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress namun tidak sesuai dengan hasil penelitian Rachmawati dan Ningsih (2018), Saputri  dan Asrori (2019), Efendi dan Herlina (2016), Asmarani   dan Lestari  (2020),  Sadida (2018), serta Handayani dan Herlina (2016) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress.

4. Pengaruh leverage terhadap prediksi finansial distress.
Dari hasil perhitungan uji hipotesis leverage terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh leverage terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Dengan demikian Hipotesis 4 (H4) yang menyatakan “Leverage berpengaruh positif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023”, tidak dapat diterima kebenarannya.
Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan (Sudana, 2018). Rasio ini akan memberikan sinyal kepada pasar seberapa besar proporsi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika rasio leverage ini tinggi maka pembiayaan perusahaan sebagian besar adalah berasal dari utang, yang mengindikasikan perusahaan berada dalam kondisi kurang baik karena mempunyai utang yang besar. Namun jika nilai rasio ini kecil maka mengindikasikan perusahaan dalam kondisi baik karena tidak memiliki utang yang besar (Wahyuni et al., 2021).
Ketika nilai dari rasio leverage tinggi maka perusahaan memiliki tanggungan kewajiban atas pemerolehan pendanaan perusahaan yang tidak didukung dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan, sehingga akan berujung pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress), Namun ketika perusahaan memiliki nilai leverage kecil, kemungkinan perusahaan mengalami  financial distress juga kecil (Arifin & Agustami, 2017).

Teori sinyal ini menekankan adanya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan termasuk para investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menunjukkan bahwasannya perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Analisis terhadap leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang apabila pada suatu saat dilikuidasi atau dibubarkan. Semakin besar pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut mengalami probabilitas kebangkrutan, karena semakin besar kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang. Dengan demikian, jika rasio hutang yang dimiliki semakin tinggi, maka perusahaan akan terkena probabilitas kebangkrutan (Susilowati dan Fadlillah, 2019). 
Leverage yang tinggi umumnya dikaitkan dengan peningkatan risiko finansial distress, namun ada situasi tertentu di mana leverage yang tinggi bisa berhubungan dengan finansial distress yang lebih rendah. Beberapa BPR memiliki sistem manajemen risiko yang sangat baik dan efektif, yang memungkinkan BPR mengelola hutang dengan lebih baik. Pengelolaan risiko yang kuat dapat mengurangi kemungkinan finansial distress meskipun leverage tinggi. BPR yang dimiliki oleh Pemda memiliki dukungan dari pemerintah atau institusi keuangan lainnya yang lebih kuat, yang dapat memberikan jaminan atau bantuan finansial jika terjadi kesulitan. Dukungan ini dapat mengurangi risiko finansial distress meskipun leverage tinggi.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Khoiriyah (2018), Susilowati dan Fadlillah (2019), serta Larasati dan Wahyudin (2019) yang membuktikan adanya pengaruh leverage terhadap financial distress Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Restianti dan Agustina (2018). Kedua peneliti membuktikan bahwa leverage tidak memengaruhi financial distress. Temuan ini juga tidak mendukung hasil penelitian Ratna dan Marwati (2018) yang menemukan bahwa besar kecilnya leverage tidak memengaruhi kesulitan keuangan pada perusahaan. 
5. Pengaruh likuiditas terhadap prediksi finansial distress 
Dari hasil perhitungan uji hipotesis likuiditas terhadap prediksi finansial distress didapat nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,036 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh likuiditas terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Dengan demikian Hipotesis 5 (H5) yang menyatakan “Likuiditas berpengaruh positif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023”  daat diterima kebenarannya.
Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2019). Semakin besar nilai rasio likuiditasnya maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan memperkecil risiko suatu perusahaan mengalami kondisi financial distress (Safitri, 2018).

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Berarti bahwa semakin besar ketersediaan dana untuk melunasi kewajiban lancarnya, maka akan semakin kecil peluang perusahaan untuk mengalami probabilitas kebangkrutan. Dengan demikian, jika rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan naik atau lebih tinggi, maka perusahaan akan terhindar dari probabilitas kebangkrutan. Sebaliknya, jika rasio lancar yang dimiliki suatu perusahaan menurun, maka probabilitas kebangkrutan semakin tinggi (Tutliha & Rahayu, 2019). 
Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban (Siamat, 2019:98). Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Tutliha & Rahayu, 2019).

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredityang diberikan sebagai sumber likuiditas (Dendawijaya, 2019). Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2018), LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, semakin rendah tingkat kesehatan bank, sehingga kemampuan suatu perusahan dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Made dkk (2019), Gusti dkk (2019), Kade dkk (2018), Damayanti (2017), Sudjiman dan Sudjiman (2020), serta Ardi dan Desmiyanti (2020) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Aryadi (2018), Christella dan Oesoga (2019), Erayanti (2019), serta Dini dan Selvia (2021) yang menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Risk profile tidak berpengaruh terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
2. Good corporate governance tidak terdapat pengaruh terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
3. Earning berpengaruh negatif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
4. Leverage berpengaruh negatif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
5. Likuiditas berpengaruh positif terhadap prediksi finansial distress pada BPR milik PEMDA di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2019-2023. 
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :
1. Bagi BPR di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan, sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi finansial distress.

2. BPR di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan diharapkan untuk memperketat prosedur kredit yang ditetapkan kepada nasabah sehingga nasabah selalu mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh BPR dan melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan BPR dan dapat menimbulkan finansial distress.
3. BPR di Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dengan cara mengontrol setiap penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tetap menjaga likuiditasnya.

4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian dan menambah jumlah sampel agar diperoleh hasil yang menggambarkan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR.
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